
BUPATI TULANG BAWANG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR 2 f TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan kctentuan Pasal 65 ayat (2)
huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 162 ayat
(1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,
maka Pelaksanaan pengeluaran yang pcruntukannya
serta pelaksanaan kegiatan dalam kcadaan darurat
dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia
dan/atau belum dianggarkan terlebih dahulu ditetapkan
dengan peraturan kepala daerah;

c. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf b dan ayat (3)
Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun
2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (Couid-19), maka pendanaan
yang diperlukan untuk kegiatan percepatan penanganan
Corona Virus Disease 2019 (Couid-19) dibebankan kepada
APBD;
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d. bahwa berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 4 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) di lingkungan Pemerintah Daerah, maka
Dalam melakukan langkah antisipasi dan penanganan
dampak penularan COV1D-19, Pemerintah Daerah dapat
melakukan pengeluaran yang belum tersedia
anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam
rancangan perubahan APBD;

e. bahwa sehubungan dengan adanya Intruksi Menteri
Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan
Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka
Pemerintah Daerah melakukan percepatan pengutamaan
penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu
(refocusing) dan/atau perubahan alokasi anggaran yang
digunakan secara memadai untuk meningkatkan
kapasitas penanganan kesehatan, penanganan dampak
ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial/ social
safety net, dan

Mengingat

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a,
huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e di atas, dipandang
perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang
tentang Perubahan Kctiga atas Peraturan Bupati Tulang
Bawang Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah Tahun
Anggaran 2020.

: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang
Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3667);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12.Peraturan Pemeritah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
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13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lcmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
52, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor
6323);

15.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2020 tentang Kcbijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Pcnanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam
rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Republik Indonesia
Nomor 6485);

16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

17.Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun
2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (Couid-19)

18.Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
310);

19. Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pcndapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Pcnanganan Corona Virus Disease
2019 (Couid-19) di lingkungan Pemerintah Dacrah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020
tentang Penyaluran dan Penggunaan DBH, DAU dan DID
TA.2020 dalam rangka penanggulangan Corona Virus
Disease 2019 (Couid-19) (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);
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22.1ntruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020
tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan
Pemerintah Daerah;

23.Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02
Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang
Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran
Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor
12);

25.Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 11
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2020
(Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun
2019 Nomor 11); dan

26.Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 33 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2020
(Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2020
Nomor 33).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TULANG
BAWANG NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2020.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020 (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019 Nomor 33),
diubah sebagai berikut :
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1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2020 semula berjumlah Rp.1.359.219.329.869,00 setelah perubahan
penjabaran tetap sehingga menjadi Rp.1.359.219.329.869,00 dengan
rincian sebagai berikut :

(1) Pendapatan
a. Semula
b. Tetap
Jumlah Pendapatan setelah
Perubahan Penjabaran

(2) Belanja
a. Semula
b. Tetap
Jumlah Belanja setelah
Perubahan Penjabaran
Surplus/ (Defisit) setelah
Perubahan Penjabaran

(3) Pembiayaan
a. Penerimaan

1) Semula
2) Tetap
Jumlah Penerimaan
setelah Perubahan Penjabaran

Rp. 1.335.219.329.869,00
Rp. 0,00

Rp. 1.335.219.329.869,00

Rp. 1.355.719.329.869,00
Rp. 0,00

Rp. 1.355.719.329.869,00

Rp. (20.500.000.000,00)

Rp. 24.000.000.000,00
Rp. 0,00

Rp. 24.000.000.000,00

b. Pengeluaran
1) Semula Rp. 3.500.000.000,00
2) Tetap Rp. 0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
setelah Perubahan Penjabaran Rp. 3.500.000.000,00

Jumlah Pembiayaan netto
setelah Perubahan Penjabaran
Sisa lebih pembiayaan anggaran
setelah Perubahan Penjabaran

Rp.20.500.000.000,00

Rp 0,00
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2. Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal
IA, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal IA

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
terhadap pelaksanaan pengeluaran yang mendesak dilakukan dengan
cara :

a. Melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk
pengutamaan pcnggunaan alokasi anggaran tertentu (refocusing) dan
dialihkan penganggarannya kc Belanja Tidak Tcrduga, Belanja Tidak
Langsung; dan

b. Melakukan pergeseran anggaran anggaran antar akun, antar
kelompok, antar unit organisasi, antar jenis, antar obyek, antar

rincian dan antar uraian rincian belanja.

3. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tcrcantum Lampiran I
Peraturan ini.

4. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam
Lampiran II Peraturan ini.
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5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi scbagai berikut:

Pasal 7

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Bclanja
Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, dituangkan lebih
lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan
selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang
Tahun Anggaran 2020, atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi
Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran
2020, apabila telah menetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah atau tidak melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2020

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, mcmcrintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Bcrita Daerah Kabupaten

Tulang Bawang.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TULANG BAWANG,

Diundangkan di Menggala
pada tanggal - 2020

BUPATI TULANG BAW

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 202C

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2020 NOMOR 2l


